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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
- RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jin. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https:/lawfaculty.unhas.ac.id

Nomor : T388/UN4.5.3/PT.00/2021
Lampian : - Makassar, 27 Agustus 2021
Hal : PENELITIAN
Kepada
Yth, : Kepala Bawaslu Luwu Timur
di,-
T t P
Dengan hormat,
DbamhnbdmnMuFdwh’tmthnm:
Nama : A. RAFIKA MAHARANI
No. Pokok : B011171501
Prog. Studi : limu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : Lipu, Majene
Pembimbing  : 1. Prol. Dr. Andi Pangerang Moenta ,SH.,MH.,DFM

2. Dr. Zulkifli Aspan SH.,MH
Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian darl kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk tu,
mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi
yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENANGANAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
MAMUJU NO.001/PS.REG /76/7604/1X/2020)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih,

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;
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mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi
yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENANGANAN SENGKETA

PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
MAMUJU NO.001/PS.REG /76/7604/1X/2020)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan
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o, 'S Mub/Hasrul SH., MH
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Soeknmo-Hatta No. 99 Mamuju 91511
rup. (0426)-2329513
] .com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No. 046/HM.02.04/SR-03/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju

menerangkan bahwa :

Nama : A. RAFIKA MAHARANI
NIP :B011171501

Prog. Studi : llmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara
Universitas : Hasanuddin Makassar
Alamat : Lipu, Majene

Telah melaksanakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Mamuju, mulai 31 September -
4 Oktober 2021. Untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan
Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TERHADAP
PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS
PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU NO.001/PS REG/76/7604/1X/2020)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 25 Oktober 2021

Bawaslu Kabupaten Mamuju

Nip, 19770822 200312 1 006
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KABUPATEN LUWU TIMUR
Alamat : JI. Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
No. Telepon 0474 3220071
Laman : lywytimur bawashs go id

ﬁ'g BAWASLU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No. 70/HM.00.02/SN-10/1072021

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu
Timur menerangkan bahwa :

Nama : A. RAFIKA MAHARANI

NIP :BOI11 17 501

Prog. Studi  : llmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Kampus : Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Lipu, Majene

Telah melaksanakan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, mulai Tanggal 07
September s/d 15 September 2021. Untuk mendapatkan data Informasi yang berhubungan
dengan Penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEWENANGAN  BAWASLU  KABUPATEN/KOTA  TERHADAP

PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS
PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MAMUJU NO.001/PS.REG/76/7604/1X/2020)

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 27 Oktober 2021
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